PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 170 / 17 / DPRD / 2025
TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Semarang Nomor
100.3/7007 tanggal 4 September 2025 Perihal

Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan dinamika dan perkembangan
yang ada maka diperlukan Perubahan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, dan
telah mendapat kesepakatan bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Semarang
dalam Rapat Paripurna tanggal 12 November 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun

2025;

Mengingat : 1. Undang — undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga
dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



Ts

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomorl06,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah
:7/189/2016);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 5);



Menetapkan

KESATU

12,

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 7);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2024 Nomor 37);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten
semarang Tahun 2020 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025,
dengan susunan sebagai berikut :

s

Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2026-
2045.

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2025-2029.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Pemanfaatan
Air Limbah.

4. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun.

5. Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.

6. Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2025.

7. Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2026.

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 170/32/DPRD/2024 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 November 2025

KETUA




